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Kibang, Kabupaten Lampung Timur) 

 

 

 

Oleh 

 

ZACKY MAULADIN ARYADZIKARA 

 

 

Ketidaksesuaian anggaran keuangan dengan volume kegiatan terlaksana di 

Desa Margosari dan Margototo sejalan dengan problematika korupsi dana desa di 

Indonesia yang angkanya terus meningkat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan 

bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas keuangan desa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi SISKEUDES 

terhadap akuntabilitas keuangan desa.  

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas oleh Rizal Djalil yaitu 

meliputi indikator integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan. Metode yang 

digunakan ialah metode kualitatif deskriptif melibatkan data primer dan data 

sekunder melalui proses observasi dan wawancara mendalam terhadap pemerintah 

desa, Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa di kedua Desa 

Margototo dan Margosari dan didukung pula dengan dokumentasi pendukungnya.  

Hasil penelitian, aspek integritas keuangan terlaksana optimal dengan 

SISKEUDES yang memudahkan aparat melakukan pencatatan keuangan. Aspek 

pengungkapan belum optimal karena keterbatasan akses masyarakat terhadap 

informasi keuangan belum teratasi oleh SISKEUDES. Aspek ketaatan optimal, 

dengan penerapan SISKEUDES yang mendorong pengelolaan yang tertib 

administrasi dan patuh hukum. Aplikasi ini belum optimal dalam penerapan asas 

transparansi karena informasi keuangan belum terbuka kepada masyarakat. Asas 

partisipatif belum optimal, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat. Asas 

akuntabel belum optimal karena proses masih manual dengan tingkat partisipasi 

rendah. Penerapan asas tertib berjalan optimal, dengan SISKEUDES memastikan 

pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan meningkatkan kepatuhan administratif. 

Namun, disiplin anggaran belum optimal, terlihat dari adanya selisih antara 

anggaran yang direncanakan dan realisasi meskipun menggunakan SISKEUDES. 
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF VILLAGE FINANCIAL 

SYSTEM APPLICATION IN REALISING VILLAGE FINANCIAL 

ACCOUNTABILITY 

(Case Study in Margototo Village and Margosari Village, Metro Kibang 

District, East Lampung Regency) 

 

 

By 

 

ZACKY MAULADIN ARYADZIKARA 

 

 

The mismatch between the financial budget and the volume of activities carried out 

in Margosari and Margototo Villages is in line with the problem of corruption of 

village funds in Indonesia, whose numbers continue to increase. This raises the 

question of how the application of SISKEUDES application on village financial 

accountability. The purpose of this study was to determine the application of the 

SISKEUDES application to village financial accountability. This study uses the 

theory of accountability by Rizal Djalil, which includes indicators of financial 

integrity, disclosure, and compliance. The method used is descriptive qualitative 

method involving primary data and secondary data through the process of 

observation and in-depth interviews with the village government, Village 

Consultative Body and village community in both Margototo and Margosari 

Villages and supported by supporting documentation. The results of the study show 

that the financial integrity aspect is optimised by SISKEUDES, which makes it 

easier for officials to record finances. The disclosure aspect is not optimal because 

limited public access to financial information has not been resolved by 

SISKEUDES. The aspect of compliance is optimal, with the application of 

SISKEUDES that encourages orderly administrative and law-abiding management. 

This application has not been optimal in applying the principle of transparency 

because financial information has not been open to the community. The 

participatory principle is not optimal, characterised by low community 

participation. The principle of accountability is not yet optimal because the process 

is still manual with a low level of participation. The implementation of the principle 

of order is optimal, with SISKEUDES ensuring financial management according to 

regulations and improving administrative compliance. However, budget discipline 

is not yet optimal, as seen from the difference between the planned and realised 

budgets despite using SISKEUDES. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa berperan sebagai unit 

administratif terkecil yang memiliki peran sentral dalam memajukan 

kesejahteraan masyarakat serta pembangunan lokal di daerah tersebut. Salah 

satu hal yang menjadi fokus penting dalam menggerakan roda pemerintahan di 

desa adalah pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini 

sangat penting mengingat peran vital yang dimainkan oleh sumber daya 

keuangan dalam kelangsungan operasional pemerintahan desa. Selain penting 

bagi operasional pemerintahan, keuangan desa juga merupakan aspek penting 

dalam pembangunan desa. 

 

Dalam rangka memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah 

desa dalam pengelolaan keuangan mereka, pemerintah pusat telah merumuskan 

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut 

memberikan otonomi penuh kepada desa untuk mengelola keuangan mereka 

sesuai dengan kebutuhan unik masyarakat setempat, sesuai yang tertuang dalam 

Pasal 72 ayat (1). Dana yang diterima oleh desa untuk menjalankan 

pemerintahannya juga bukanlah jumlah yang sepele. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 menegaskan bahwa desa berhak atas 

"Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setidaknya 

sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus." 
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Pengelolaan dana desa bukanlah sekadar opsi, melainkan sebuah keniscayaan 

yang harus dipegang teguh. Hal ini menjadi semakin jelas ketika kita melihat 

besarnya alokasi dana yang tersedia. Untuk memberikan gambaran lebih 

konkret, dalam simulasi perbandingan antara jumlah anggaran dan jumlah desa 

di Indonesia, rata-rata setiap desa akan menerima sekitar 850 juta rupiah dari 

APBN. Belum lagi tambahan alokasi dana yang bersumber dari keuangan 

daerah, jika di kalkulasi total dana yang dikelola oleh setiap desa dapat 

mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah  (Sholeh and Rochansjah 2014). Sedangkan 

untuk tahun 2023 berdasarkan putusan rapat paripurna DPR RI tentang 

Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

diputuskan dan yang akan di alokasi ke desa berjumlah Rp 70 triliun, dengan 

rincian dana tersebut akan dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota 

di Indonesia (Kemenkeu 2023).  

 

Tabel 1. Dana Kelolaan Desa Margototo Tahun 2022 

Jenis Pendapatan Jumlah 

Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR) 

Pendapatan lain-lain (PLL) 

Rp. 1.057.554.000 

Rp. 997.918.044 

Rp. 41.472.000 

Rp. 500.000 

Total dana dikelola Rp. 2.096.944.044 

Sumber: Desa Margototo, 2023  (diolah peneliti) 

 

 

Tabel 2. Dana Kelolaan Desa Margosari Tahun 2022 

Jenis Pendapatan Jumlah 

Pendapatan Asli Desa (PAD) 

Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR) 

Pendapatan lain-lain (PLL) 

Rp. 4.000.000 

Rp. 894.225.000 

Rp. 704.084.500 

Rp. 38.959.000 

Rp. 600.000 

Total dana dikelola Rp. 1.641.868.500 

Sumber: Desa Margosari, 2023  (diolah peneliti) 
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Guna meminimalisir adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran 

tentunya pengelolaan keuangan desa perlu memiliki pedoman yang jelas, aturan 

mengenai pedoman ini termaktub dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan 

asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Akuntabilitas yang tinggi menjadi landasan kuat dalam pengelolaan 

keuangan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan menjadi suatu keharusan.  

 

Desa perlu menerapkan tata kelola keuangan desa yang baik sebagai pondasi 

yang kuat dalam proses pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Nurrizkiana, Handayani, and Widiastuty 2017) mengungkapkan bahwa 

pengelolaan keuangan yang akuntabel memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, ketika keuangan desa 

dikelola secara transparan dan akuntabel, kepercayaan stakeholder, dan 

masyarakat terhadap pemerintah desa juga akan meningkat. Pengelolaan 

keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa, tata kelola keuangan yang baik sangat penting dalam 

memberikan dukungan kepada pemerintah desa agar mandiri dalam mengelola 

keuangan desa secara efektif dan efisien. Dengan tata kelola yang baik, 

pemerintah desa dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangannya 

untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Hal ini juga 

membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi aktif 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan 

desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa yang baik berdasarkan tata 

kelola pemerintahan yang efektif akan memberikan manfaat positif bagi 

pembangunan desa secara keseluruhan.  

 

Menimbang urgensinya tersebut maka ada desakan dari komisi IX DPR RI, 

Presiden, dan ketua KPK agar diadakannya suatu sistem pengelolaan keuangan. 

Pada tahun 2015 aplikasi SISKEUDES  mulai diterapkan dengan didukung oleh 

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD hal Aplikasi Pengelolaan 
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Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tentang 

Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi 

SISKEUDES  mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan yaitu 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama 

dengan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengembangkan sebuah 

aplikasi yang bernama SISKEUDES, sistem ini berfungsi sebagai alat 

pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan 

adanya SISKEUDES, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa serta membantu mencapai tujuan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat desa.  

 

Walaupun penerapan SISKEUDES di Indonesia telah mencapai tingkat masif, 

sayangnya berbagai permasalahan yang menantang masih terus menghantui 

pengelolaan keuangan desa di Indonesia, dalam (Putra, Pratiwi, and Suwondo 

2012) tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan 

antara lain ;  

1. Tidak transparannya pengelolaan keuangan desa  

2. Kekurangan pengawasan dan pengendalian baik dari pemerintah maupun 

masyarakat  

3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia  

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi  

 

Rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa seperti 

yang telah disebutkan, mungkin bisa memicu permasalahan korupsi 

kedepannya. Minimnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan 

keuangan di desa dapat menciptakan celah yang memungkinkan munculnya 

tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Sebagai gambaran 

pada tahun 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan fakta yang 

mengkhawatirkan, mereka menemukan bahwa sebagian besar kasus 

penindakan korupsi yang melibatkan aparat pemerintah didominasi oleh 

pelanggaran di sektor anggaran dana desa. Totalnya tak sedikit ada 155 kasus 
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dengan potensi kerugian yang dialami negara mencapai angka sekitar Rp.381 

Miliar (Dihni 2023). 

 

Bahkan di lampung sendiri angka kasus korupsi yang berkaitan dengan 

keuangan desa terbilang cukup tinggi dilansir dari (Pradana 2024) sejak tahun 

2017 hingga tahun 2022 kemarin angka penyalahgunaan dana desa di provinsi 

Lampung menyentuh angka 50 kasus, akibat dari kasus-kasus tersebut kerugian 

yang dialami oleh negara ditaksir sebesar Rp 14,048 miliar. Belum lagi 

ditambah keberadaan transfer dana desa dari pusat yang angkanya cukup besar 

yang turut memiliki andil menjamurnya perilaku korupsi di tingkat desa, 

seperti yang disampaikan (Fauzanto 2020) bahwa keberadaan dana desa turut 

menjadi pemicu kenaikan kasus korupsi di Indonesia.  

 

 

 

Gambar 1. Kasus Korupsi Dana Desa Paska UU No. 6 Tahun 2014  

 

Melihat tingginya angka korupsi yang justru setiap tahunnya semakin 

meningkat, menjadi pertanyaan besar di tengah masifnya pengimplementasian 

SISKEUDES  dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi SISKEUDES 

mulai diterapkan di Desa Margosari dan Margototo, Kecamatan Metro Kibang, 

Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2018, namun dalam lima tahun awal 

penerapan sistem ini juga tidak luput dari beberapa hambatan di dalam 
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penerapannya. Hambatan yang di maksud melibatkan berbagai aspek, seperti 

pemahaman aparatur (operator) terhadap sistem baru dalam pengelolaan 

keuangan desa, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam 

mengoperasikan SISKEUDES, serta adanya kendala teknis dalam 

operasionalisasi sistem tersebut. Selain itu, dari aspek regulasi dan perubahan 

kebijakan terkait SISKEUDES juga menjadi faktor penghambat yang bilamana 

aparaturnya tidak update terhadap regulasi terbaru akan menjadi kekeliruan 

dalam mengoperasikan SISKEUDES dan berdampak pada proses pengelolaan 

yang cacat hukum. 

 

Namun dalam pelaksanaannya selama ini terdapat perbedaan yang mencolok 

antara Desa Margototo sebagai desa induk dan Desa Margosari sebagai 

pecahannya. Terlihat bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Margototo 

tidak berjalan dengan maksimal dibanding dengan pembangunan yang 

dikerjakan desa Margosari,. Hal ini yang tampak pada laporan keuangan yang 

dilaporkan kepada masyarakat seperti yang diterangkan tabel berikut. 

 

Tabel 3. APBDes Margototo Tahun 2022 

Pendapatan Jumlah 

Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR) 

Pendapatan lain-lain (PLL) 

Rp. 1.057.554.000 

Rp. 997.918.044 

Rp. 41.472.000 

Rp. 500.000 

Total Rp. 2.096.944.044 

Belanja Jumlah 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pembangunan Desa 

Pembinaan Masyarakat Desa 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Penanggulangan Bencana Darurat 

Rp. 1.014.498.687 

Rp. 462.939.000 

Rp. 145.200.000 

Rp. 49.100.000 

Rp. 432.000.000 

Total  Rp. 2.103.737.687 

Sumber: Desa Margototo, 2023  (diolah peneliti) 
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Tabel 4. APBDes Margosari Tahun 2022 

Pendapatan Jumlah 

Pendapatan Asli Desa (PAD) 

Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR) 

Pendapatan lain-lain (PLL) 

Rp. 4.000.000 

Rp. 894.225.000 

Rp. 704.084.500 

Rp. 38.959.000 

Rp. 600.000 

Total Rp. 1.641.868.500 

Belanja Jumlah 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pembangunan Desa 

Pembinaan Masyarakat Desa 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Penanggulangan Bencana Darurat 

Rp. 607.660.970 

Rp. 385.355.000 

Rp. 150.740.000 

Rp. 30.480.000 

Rp. 360.000.000 

Total  Rp. 1.648.714.558 

Sumber: Desa Margosari, 2023  (diolah peneliti) 

 

Dari kedua data di atas ada hal yang ganjal, jika dibandingkan antara 

penggunaan anggaran pembangunan di kedua desa tersebut, maka Desa 

Margototo porsi anggarannya jauh lebih besar dengan jumlah Rp. 462.939.000 

(Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu 

Rupiah) di tahun 2022, sedangkan Margosari anggaran pembangunannya 

sebesar Rp. 385.355.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus 

Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Jelas dari segi proporsional yang lebih besar 

maka idealnya pembangunan di Desa Margototo akan lebih masif ketimbang 

di desa Margosari. Maka dari itu berikut dapat dibandingkan data 

pembangunan di Desa Margototo & Margosari. 
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Tabel 5. Pembangunan Desa Margototo Tahun 2022 

No. Uraian Pembangunan Volume Prakiraan Anggaran 

1.  

 

2. 

 

3. 

Pembangunan Jalan 

Rabat Beton (dusun 7) 

Pembangunan Gorong-

Gorong Plat (dusun 3) 

Pembangunan Bantuan 

Jamban Bagi Masyarakat 

(dusun 2 & 3) 

376 x 0,15 x 3m  

(170 m3) 

7 x 0,6 x 0,6 m 

(2,5 m3) 

 

2 Unit 

 

Rp. 241.000.000 

 

Rp. 25.000.000 

 

Rp. 8.000.000 

 TOTAL  Rp. 274.000.000 

Sumber: Desa Margototo, 2023  (diolah peneliti) 

  

  

Tabel 6. Pembangunan Desa Margosari Tahun 2022 

No. Uraian Pembangunan Volume Prakiraan Anggaran 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

 

4. 

 

 

5. 

Pemeliharaan Badan 

Jalan (dusun 1) 

Jalan Telford (dusun 1) 

 

Gorong-Gorong  

(dusun 1) 

 

Gorong-Gorong  

(dusun 1) 

 

Pembukaan Badan 

Jalan (dusun 2) 

350m x 3m 

(1050 m2 ) 

500 m x 3 m x 

0,2 (2400 m2) 

4 x 0,6 x 0,6 m 

1,44 m3 x 4:    

(5,8 m3) 

5 x 0,6 x 0,6  

1,8 m3 x2 : 

(3,6m3) 

1000 m x 3 m 

(3000 m2) 

 

Rp. 87.000.000 

 

Rp. 180.000.000 

 

 

Rp. 58.000.000 

 

Rp. 36.000.000 

 

Rp. 45.000.000 

 TOTAL  Rp. 406.000.000 

Sumber: Desa Margosari, 2023  (diolah peneliti) 

 

 

Namun dari data perbandingan pembangunan di Desa Margototo dan 

Margosari ditemukan fakta bahwasanya pembangunan yang terjadi di Desa 

Margosari jauh lebih masif ketimbang Desa Induk Margototo, hal ini sangat 

jelas nampak dari segi kuantitas jumlah maupun volume pembangunan yang 

dikerjakan di kedua desa tersebut. Ini tentunya mengindikasikan adanya 

tindakan tidak akuntabel dari aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa. Meskipun jika dibandingkan dari sisi anggaran tentu 
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seharusnya Desa Margototo jauh lebih masif pembangunannya, karena 

anggaran pembangunan Margototo tahun 2022 sebesar Rp. 462.939.000 

namun dalam prakiraan kalkulasi baru terpakai sebesar Rp. 274.000.000, tentu 

selisih uang sisa yang sangat banyak. Kemudian sama juga dengan Margototo 

di Desa Margosari ada gap anggaran dari APBDes sebesar Rp. 385.355.000 

dan prakiraan kalkulasi sebesar Rp. 406.000.000. Sekecil apapun dana tentu 

perlu ada transparansi jika tidak ini tentunya berakibat akuntabilitas keuangan 

desa menjadi tidak optimal. Namun jika kita lihat dari beberapa penelitian 

kehadiran SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan di desa justru telah 

membuktikan memberi manfaat yang baik bagi pengelolaan keuangan desa, 

berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa : 

 

Tabel 7. Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti/

Tahun 
Judul Penelitian Hasil 

1 

(Rifai and 

Aryani 

2022) 

Implementasi Sistem 

Keuangan Desa 

Terhadap Pengelolaan 

Keuangan di Desa 

Mekarmulya 

Kabupaten Karawang 

Studi Kasus: Desa 

Mekarmulya 

Kecamatan 

Telukjambe Barat 

Hasil penelitiannya setelah menerapkan 

SISKEUDES  pengelolaan keuangan di 

Desa Mekarmulyo semakin dipermudah 

karena pembuatan laporan keuangan sudah 

otomatis melalui sistem sehingga proses 

pengelolaan keuangan desa menjadi lebih 

mudah, cepat, jujur dan sistematis. Tetapi 

dibalik itu, masih ada beberapa hambatan 

dalam implementasinya, yaitu fasilitas dan 

infrastruktur yang tidak memadai seperti 

kekurangan pasokan laptop dan fasilitas 

internet yang kadang-kadang berjalan 

lambat serta kemampuan SDM yang 

terbatas. 

2 

(Juardi, 

Muchlis, 

and 

Amalia 

Putri 

2018) 

Evaluasi Penggunaan 

Aplikasi SISKEUDES  

dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas 

Akuntabilitas 

Keuangan Desa 

Penelitiannya menunjukkan bahwa 

implementasi aplikasi SISKEUDES  di 

Desa Jenetallasa secara signifikan 

meningkatkan kualitas akuntabilitas 

keuangan desa. Aplikasi ini mempermudah 

proses pelaporan keuangan desa, 

meningkatkan transparansi dan. 

berdampak positif terhadap peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pengelolaan keuangan desa. 

3 

(Faizah 

and Sari 

2022) 

Analisis Penerapan 

Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa 

(SISKEUDES ) dalam 

Pengelolaan 

Penelitiannya menemukan bahwa 

SISKEUDES membantu Pemerintah Desa 

Banyudono dalam mengelola keuangan 

desa melalui pengelolaan keuangan desa 

berbasis teknologi memberikan 
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Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah peneliti jadikan referensi guna 

menunjang penelitian yang sedang penulis teliti, semuanya memiliki kesamaan 

yang serupa yakni terkait adanya manfaat positif yang di dapat melalui 

penerapan SISKEUDES terhadap pengimplementasian nilai-nilai akuntabilitas 

dan pengelolaan keuangan yang baik di desa. Namun sudah genap 8 tahun sejak  

implementasi SISKEUDES, masih saja terdapat banyak penyelewengan dalam 

pengelolaan keuangan desa yang angkanya setiap tahun terus meningkat. Oleh 

karena fenomena tersebutlah peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian 

yang berjudul “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam 

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa 

No. 
Peneliti/

Tahun 
Judul Penelitian Hasil 

Keuangan Di Desa 

Banyudono 

Kecamatan Dukun 

kemudahan dalam hal pelaporan secara 

tepat waktu dan pekerjaan akan menjadi 

lebih efektif dan efisien serta dapat 

mewujudkan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi penggunaan dana. 

4 

(Maharan

i and 

Akbar 

2020) 

Penerapan Sistem 

Keuangan Desa 

(SISKEUDES ) 

Dalam Mewujudkan 

Akuntabilitas 

Pemerintahan Desa 

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa 

penerapan SISKEUDES  memiliki korelasi 

pada akuntabilitas keuangan desa melalui 

output laporan keuangan yang dihasilkan 

aplikasi tersebut, yang dengannya desa 

dapat mempertanggungjawabkan 

pengelolaan keuangan melalui laporan 

tersebut baik kepada  pemerintah 

Kabupaten Mojokerto (akuntabilitas 

vertikal) maupun kepada masyarakat desa 

(akuntabilitas horizontal). 

5 
(Ridwan 

2019) 

Analisis Peran 

Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa 

(SISKEUDES ) 

Dalam Meningkatkan 

Kualitas Akuntabilitas 

Keuangan Desa Di 

Tinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam 

Penelitian skripsinya menyatakan bahwa 

aplikasi SISKEUDES sangat membawa 

perubahan yang baik, karena 

mempermudah dalam pelaporan 

pertanggungjawaban, menghasilkan 

laporan keuangan yang akurat, relevan dan 

mampu menyajikan laporan keuangan 

dengan wajar sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sehingga 

dengan penerapan aplikasi SISKEUDES 

mampu berperan dalam meningkatkan 

kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam 

rangka mewujudkan tata kelola desa yang 

baik. 
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Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten 

Lampung Timur).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan 

masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini tentang “ 

Bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Margosari dan Margototo 

terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah peneliti buat maka tujuan penelitian ini ialah: 

Mengetahui penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Margosari dan Margototo 

terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Menambah pemahaman dan wawasan tentang penerapan sistem 

keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa  

b. Menyediakan referensi dan sumber informasi yang berguna bagi para 

akademisi, peneliti, dan praktisi yang tertarik dengan pengelolaan 

keuangan desa, khususnya dalam hal penerapan sistem keuangan desa. 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan untuk para 

aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa yang berbasis 

Sistem Keuangan Desa agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih baik 

dan akuntabel.   



 

 

 

  

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Sistem Keuangan Desa 

2.1.1 Definisi Sistem Keuangan Desa 

SISKEUDES merupakan sebuah aplikasi yang dirancang oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja sama 

dengan Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan meningkatkan kualitas 

tata kelola keuangan desa. Pembuatan SISKEUDES dilatarbelakangi 

diresmikannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, akibat peraturan 

tersebut desa kini memiliki hak untuk memperoleh sebagian dana dari 

pusat dan diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya secara 

mandiri. Selain itu ada desakan pula dari komisi IX DPR RI, Presiden, 

dan ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar diadakannya suatu 

sistem pengelolaan keuangan yang harus diimplementasikan seluruh 

desa di Indonesia.  

 

Aplikasi SISKEUDES mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung 

oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 

November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat 

KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang 

Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi 

SISKEUDES  mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang 

berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari aplikasi SISKEUDES yaitu 

V1.0.R1.06, aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan 

laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada Bulan April 2018, 
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Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014, sehingga aplikasi SISKEUDES perlu disesuaikan dengan 

regulasi tersebut dengan SISKEUDES  versi terbaru dikeluarkan dengan 

rilis Versi 2.0. 

 

Sebagaimana versi sebelumnya, aplikasi SISKEUDES 2.0 menggunakan 

database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah 

diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis 

transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga 

lebih tepat ditangani secara mudah dengan database Microsoft Access 

ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer 

hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah 

masuk dalam kategori skala menengah. Aplikasi SISKEUDES ditujukan 

kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan 

keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap 

pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi 

SISKEUDES oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari 

pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi SISKEUDES kepada 

Kemendagri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar 

penggunaan aplikasi SISKEUDES dikoordinasikan oleh pemerintah 

daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada 

wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan 

aplikasi SISKEUDES dilakukan dengan cara memberikan kode SML 

(kode aktivasi SISKEUDES) pemerintah daerah yang dikeluarkan secara 

resmi oleh BPKP dan Kemendagri. (APLIKASI SISKEUDES  - 

PENDAMPINGDESA, 2022) 

 

(Faizah and Sari 2022) SISKEUDES adalah sebuah aplikasi yang 

dirancang untuk mendukung pemerintah desa dalam pengelolaan 

keuangan desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan atau 

pertanggungjawaban.  
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2.1.2 Keunggulan Sistem Keuangan Desa 

Keunggulan dan kelebihan dari aplikasi SISKEUDES adalah sebagai 

berikut:  

1. Kesesuaian dengan regulasi: Aplikasi SISKEUDES dirancang 

sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan Keuangan 

Desa, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku.  

2. Kemudahan dalam tata kelola: Aplikasi SISKEUDES  

mempermudah tata kelola keuangan desa dan dana desa dengan 

menyediakan fitur-fitur yang memudahkan proses pengelolaan 

keuangan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pelaporan.  

3. User friendly: Aplikasi ini dirancang secara user friendly, sehingga 

mudah digunakan oleh pengguna di tingkat pemerintah desa tanpa 

memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.  

4. Panduan implementasi: Aplikasi SISKEUDES didukung dengan 

petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi yang 

membantu pengguna dalam memahami dan mengimplementasikan 

aplikasi dengan baik.  

5. Partisipasi semua pihak terkait: Aplikasi ini dibangun dan 

dikembangkan melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait 

dengan pengelolaan keuangan desa, termasuk memperhatikan aspek 

internal control yang menjadi bagian integral dari aplikasi ini.  

6. Maintenance yang berkelanjutan: Aplikasi SISKEUDES merupakan 

aplikasi resmi pemerintah, sehingga memiliki jaminan adanya 

maintenance dan pembaruan secara teratur untuk menjaga 

kelancaran dan keandalan aplikasi.  

7. Integrasi dengan aplikasi terkait: Aplikasi SISKEUDES dapat 

diintegrasikan dengan aplikasi lain yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa, seperti aplikasi Online Monitoring Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) milik 

Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pembangunan Desa 
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(SIPEDE) milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi. Integrasi ini membantu memperkuat 

sistem pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh dan 

terintegrasi. (Keunggulan Dan Kelebihan Aplikasi SISKEUDES  2.0 

- Info Desa, n.d.) 

 

2.1.3 Penggunaan Aplikasi SISKEUDES 

Dalam operasional aplikasi SISKEUDES terdapat langkah-langkah yang 

menjadi prosedur yang harus dilakukan dalam penggunaan aplikasi ini, 

langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk akses aplikasi SISKEUDES, gunakan menu login dengan 

mengisi User ID. Admin SISKEUDES pemerintah daerah  akan 

menyediakan login khusus untuk setiap desa dengan User ID dan 

password yang berbeda. Tahun anggaran diisi sesuai dengan tahun 

yang akan diinput. 

 

 

 

 

2. Kemudian setelah berhasil login, operator diharuskan mengisi 

beberapa parameter sebelum bisa mengoperasikan aplikasi 

3. Jika sudah langkah berikutnya ialah data entry, Pengelompokan 

menu data entry terdiri dari 4 modul yakni, Perencanaan, 

Penganggaran, Penatausahaan, dan Pembukuan. 

 

Gambar 2. Tampilan Aplikasi Siskeudes 



16 

 

 

a. Pengoperasian Modul Perencanaan 

1. Klik menu Data Entry => Perencanaan => Visi Misi dan 

RPJM Desa  

2. Pilih Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa  

3. Pilih RPJM Desa => Pilih tombol Bidang sehingga terbuka 

Tab Bidang. 

4. Klik Tambah untuk memulai pengisian  

5. Pilih bidang untuk memilih kode Bidang dan nama Bidang  

6. Klik tombol simpan bila sudah selesai.  

7. Double klik nomor Bidang yang sudah disimpan atau klik 

tab Sub Bidang  

8. Klik Tambah untuk memulai pengisian  

9. Pilih tanda elipsis untuk memilih kode Sub Bidang, 

10. Klik tombol bila sudah selesai.  

11. Double klik nomor Sub Bidang yang sudah disimpan atau 

klik tab Kegiatan sehingga tampak sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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12. Pilih tanda elipsis untuk memilih kode Kegiatan, Pilih 

sasaran renstra, isi lokasi, keluaran, sasaran, manfaat dan 

pelaksanaan.  

13. Klik tombol bila sudah selesai.  

14. Double klik nomor Kegiatan yang sudah disimpan atau 

klik tab Dana Indikatif sehingga tampak sebagai berikut. 

 

 

 

 

15. Klik Tambah untuk memulai pengisian  

16. Isi Tahun, Lokasi, Volume, Sasaran wanita, sasaran pria, 

sasaran RTM, pelaksana, sumberdana, biaya, waktu, 

mulai hingga selesai kegiatan, dan pola kegiatan. Ulangi 

pengisian kegiatan dan tahunnya sesuai dokumen 

RKPDesa.  

17. Akhiri dengan klik tombol bila sudah selesai.  

18. Cetak hasil Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah 

dibuat. 

 

 

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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b. Pengoperasian Modul Penganggaran 

b.1 Pendapatan 

1. Pilih menu Data Entry => Penganggaran => Isian Data 

Anggaran  

2. Pilih Desa => Nama Kecamatan kemudian pilih Nama 

Desa  

3. Kemudian pilih Pendapatan sehingga tampak isian 

formulir sebagai berikut. 

 

 

 

 

4. Klik pada tombol Tambah  

5. Klik tombol untuk memilih kode Rekening pendapatan.  

6. Pilih Kode Nama Kelompok Pendapatan, Nama Jenis 

Pendapatan, dan Nama Obyek Pendapatan.  

7. Klik tombol Simpan untuk menyimpan pilihan 

Pendapatan.  

8. Lakukan Double klik pada nama Pendapatan sehingga tab 

berpindah pada rincian data RAP Rinci Pendapatan 

9. Lakukan Pengisian data RAP dengan memasukkan 

Rincian RAP, contoh: ADD kabupaten/kota 1 tahun x Rp 

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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450.000.000,00. Secara otomatis perkalian tahun dan 

satuan tahun terkalkulasi. Hasil perkalian juga langsung 

direkap pada Obyek Pendapatan yang bersangkutan.  

10. Akhiri dengan tombol Simpan. 

 

b.2 Belanja 

1. Klik menu Data Entry – Penganggaran – Isian data 

Anggaran  

2. Pilih Desa => Double klik Kecamatan dan Nama Desa  

3. Pilih tombol Belanja  

4. Double klik nama Bidang sehingga tab berpindah ke 

Kegiatan 

5. Double klik nama Kegiatan sehingga Tab berpindah pada 

RAB sehingga tampak isian formulir berikut 

 

 

 

 

6. Klik Tambah dan pilih kode rekening Belanja dengan 

menekan tombol Kode. 

7. Pilih kode rekening Belanja Desa mulai dari level Jenis, 

Objek dan Rincian Obyek Belanja.  

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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8. Klik Simpan untuk menyimpan hasil pilihan rekening 

Belanja.  

9. Double klik nama rekening yang sudah tersimpan 

sehingga tab berpindah pada RAB Rinci seperti tampak 

berikut 

 

 

 

 

10. Klik tambah dan secara otomatis nomor urut terisi.  

11. Isi uraian belanja sesuai dengan peruntukannya, jumlah 

satuan, satuan belanja, harga satuan dan sumber dana  

12. Klik Simpan bila sudah selesai, secara otomatis jumlah 

terkalkulasi dan direkap pada obyek belanja yang 

bersangkutan 

 

c. Pengoperasian Modul Penatausahaan 

c.1 Penerimaan 

1. Klik menu tambah untuk memulai entri penerimaan.  

2. Isi Nomor bukti, tanggal bukti penerimaan, uraian 

penerimaan, nama dan alamat penyetor  

3. Klik Simpan bila sudah selesai  

Gambar 7. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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4. Double klik nomor TBP yang sudah diinput sehingga tab 

penerimaan pindah ke Rincian TBP 

 

 

 

5. Klik tambah untuk memulai pengisian kode rekening 

pendapatan desa  

6. Klik untuk memilih kode rincian pendapatan yang 

tercantum dalam RAP Pendapatan.  

7. Lakukan pengisian nilai/jumlah penerimaan  

8. Klik Simpan untuk mengakhiri isian.  

9. Klik Cetak untuk menampilkan bukti penerima 

 

c.2 Pengeluaran 

1. Klik tombol Tambah untuk memulai entry SPP  

2. Isi nomor, tanggal SPP dan uraian pembayaran  

3. Klik Simpan bila sudah selesai.  

4. Lakukan Double klik nomor SPP atau pindah Tab Rincian 

SPP 

Gambar 8. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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5. Klik tombol Tambah untuk memulai pengisian rincian 

belanja  

6. Pilih kode rekening belanja dan klik Simpan  

7. Klik 2x Rincian Belanja atau Pindahkan ke Tab Bukti 

Pengeluaran 

 

 

 

Gambar 9. Tampilan Aplikasi Siskeudes 

Gambar 10. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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8. Klik Tambah untuk memulai pengisian bukti pengeluaran  

9.  Isi nomor bukti, tanggal, uraian pembayaran, nama 

penerima, alamat dan nilai pembayaran.  

10. Klik Simpan untuk mengakhiri.  

11. Lanjutkan dengan bukti kuitansi lainnya.  

12. Jika dalam pengeluaran tersebut terdapat potongan-

potongan seperti pajak, maka lakukan input data 

pemotongan ke Tab Potongan.  

13. Klik Tambah untuk memulai pengisian data pemotongan  

14. Pilih tombol elipsis untuk mengambil Kode Potongan 

sesuai Parameter yang disediakan.  

15. Isikan besaran nilai potongan. Klik Simpan untuk 

mengakhiri.  

 

c.3 Laporan Penatausahaan terdiri atas menu berikut: 

 

 

 

d. Pengoperasian Modul Pelaporan 

Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan 

keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, meliputi:  

1. Laporan Realisasi Anggaran Desa  

Gambar 11. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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2. Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan  

3. Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, 

triwulanan dan semesteran)  

4. Laporan Kekayaan Milik Desa  

5. Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana  

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa  

7. Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 

Untuk mencetak laporan pembukuan klik menu Laporan 

Pembukuan sehingga tampak tampilan berikut. 

 

 

 

 

1. Pilih jenis laporan yang akan dicetak  

2. Pilih kode Kecamatan dan Desa  

3. Klik Cetak untuk menayangkan laporan  

4. Print ke Media Printer 

 

 

 

Gambar 12. Tampilan Aplikasi Siskeudes 
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2.2 Tinjauan Akuntabilitas 

2.3.1 Definisi Akuntabilitas 

Istilah akuntabilitas berasal dari kata "accountability" dalam bahasa 

Inggris, memiliki makna pertanggungjawaban atau dengan kata lain 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau 

keputusan yang diambil. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai keadaan 

di mana seseorang atau suatu entitas bertanggungjawab atas tindakan, 

keputusan, atau hasil dari aktivitas yang telah dilakukan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntabilitas adalah 

pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban. Menurut The Oxford Advance Learner's 

Dictionary, akuntabilitas adalah "required or expected to given an 

explanation for one's action atau diperlukan atau diharapkan untuk 

memberikan penjelasan atas tindakan seseorang" (Raba 2020).  

 

Jika diperhatikan seksama ada kesamaan pemaknaan yakni akuntabilitas 

berbicara seputar tindakan/keadaan. Kata akuntabilitas selalu melekat 

dalam setiap kinerja atau tindakan, sebab prinsip akuntabilitas 

menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, 

atau hasil yang dicapai dalam melaksanakan kewenangan tersebut. 

(Mardiasmo 2006) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab 

dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, 

mengungkapkan, dan melaporkan semua aktivitas pemerintahan kepada 

pihak yang memberikan amanah, yaitu masyarakat. Sedangkan menurut 

(Halim and Dkk. 2012) akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban 

untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja dan 

tindakan individu, badan hukum, atau kepemimpinan organisasi kepada 

pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta 

pertanggungjawaban dan penjelasan tersebut. Akuntabilitas adalah 

tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban 

mengenai kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan dalam suatu 
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organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta 

penjelasan dan pertanggungjawaban tersebut (Nafidah and Anisa 2017). 

 

Dari kalimat-kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

memiliki makna pertanggungjawaban atau kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil. 

Akuntabilitas merupakan prinsip yang melekat dalam setiap kinerja atau 

tindakan, di mana seseorang atau suatu entitas bertanggungjawab atas 

tindakan, keputusan, atau hasil dari aktivitas yang dilakukan. 

Akuntabilitas melibatkan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan 

dan pertanggungjawaban kepada pihak lain yang memiliki hak dan 

kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, seperti 

masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. 

 

2.3.2 Indikator Akuntabilitas 

Menurut (Djalil 2014), terpenuhinya akuntabilitas suatu kegiatan atau 

program tertentu dapat diukur dengan beberapa indikator yakni sebagai 

berikut:  

1. Integritas Keuangan: Ini berarti laporan keuangan harus dapat 

menggambarkan informasi yang valid, tanpa menyembunyikan 

apapun. Semua informasi harus menggambarkan situasi 

sesungguhnya tanpa ada yang disembunyikan dan dimanipulasi.  

2. Pengungkapan : Pengungkapan adalah tentang menyajikan sebuah 

laporan keuangan yang disusun untuk memberikan gambaran 

lengkap dari semua proses dan aktivitas yang telah diselenggarakan 

suatu kelompok/organisasi dalam satu periode tertentu. Laporan 

keuangan tersebut harus memberikan informasi yang jelas dan 

akurat kepada pihak-pihak yang terkait.  

3. Ketaatan: Ketaatan dalam pencatatan keuangan artinya patuh 

terhadap peraturan yang ada dan dalam prosesnya menerapkan 

prinsip akuntansi dalam segala bentuk pencatatan keuangan. Prinsip 

dari akuntansi terdiri dari keadilan, kebenaran dan 
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pertanggungjawaban. Maka dari itu setiap pencatatan transaksi 

dalam suatu pelaporan akuntansi harus dilakukan dengan benar, 

jelas, informatif, serta ditujukan kepada semua pihak dan tidak 

terdapat unsur manipulasi di dalam prosesnya. 

 

2.3.3 Fungsi Akuntabilitas 

Menurut (Bowen dalam Tawallo et al., 2021) menerangkan bahwa 

prinsip akuntabilitas memiliki tiga fungsi utama, yaitu:  

 

1. Alat kontrol tugas: Akuntabilitas digunakan sebagai alat untuk 

mengukur keberhasilan pemimpin selama masa jabatan tertentu. 

Dewan pengawas dan pihak yang berkepentingan dapat melakukan 

evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dengan adanya 

akuntabilitas, pemimpin dapat dipertanggungjawabkan atas tugas 

dan tanggung jawab yang diembannya.  

2. Mencegah penyalahgunaan tugas: Penyalahgunaan tugas dan 

wewenang cenderung mengarah pada tindakan korupsi. Kelemahan 

dalam sistem organisasi meningkatkan risiko terjadinya budaya 

korupsi. Akuntabilitas berperan penting dalam mencegah 

penyalahgunaan tugas dan meminimalkan potensi terjadinya 

korupsi.  

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja: Akuntabilitas juga 

berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. 

Suatu aktivitas dianggap efisien ketika mampu memberikan manfaat 

yang signifikan bagi perusahaan. Dengan adanya akuntabilitas, 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dapat ditetapkan dengan 

jelas, sehingga mendorong peningkatan kualitas kerja dan 

pencapaian tujuan yang efektif.  

 

Dalam keseluruhan, prinsip akuntabilitas memiliki peran penting dalam 

memberikan kontrol, mencegah penyalahgunaan tugas, dan 

meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja. Dengan penerapan 
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prinsip akuntabilitas yang baik, organisasi atau pemerintahan dapat 

mencapai tingkat keberhasilan yang lebih baik dan meminimalkan risiko 

penyalahgunaan kekuasaan. 

 

2.3 Tinjauan Keuangan Desa 

2.3.1 Pengertian Keuangan Desa 

Merujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang 

dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

Pada umumnya sumber keuangan desa berasal dari 3 (Tiga) sumber 

pendanaan yaitu :  

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)  

a) Hasil usaha (Hasil BUMDesa)  

b) Hasil aset (Tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa,  tempat 

pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai 

dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan 

lokal berskala desa)  

c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong (penerimaan yang 

berasal dari sumbangan masyarakat Desa)  

d) Pendapatan asli Desa lain (hasil pungutan Desa)  

 

2. Dana dari Pemerintah (transfer)  

a. Dana Desa  

b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota  

c. Alokasi dana desa  

d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Provinsi  

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota  
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3. Pendapatan lain  

a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa  

b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa  

c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga  

d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran 

berjalan  

e. Bunga bank  

f. Pendapatan lain Desa yang sah  

 

2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Dalam pelaksanaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam 

Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus 

dijalankan dengan memenuhi beberapa asas berikut; 

1. Transparan 

Asas transparan mengharuskan setiap kegiatan pengelolaan keuangan 

desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. Informasi terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan 

desa harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan 

jelas.  

2. Akuntabel 

Asas akuntabel menekankan pentingnya bahwa setiap tindakan atau 

kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 

keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan 

kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban 

3. Partisipatif 

Asas partisipatif mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa. Masyarakat 

diharapkan dapat berperan serta dalam merumuskan kebijakan, 
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mengawasi pelaksanaan kegiatan, serta memberikan masukan dan 

tanggapan terhadap pengelolaan keuangan desa.  

4. Tertib 

Asas tertib mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses 

pengelolaan keuangan desa harus mengikuti aturan dan prosedur yang 

ditetapkan untuk memastikan terciptanya ketertiban dalam penggunaan 

dan pengelolaan keuangan desa. 

5. Disiplin anggaran 

Asas disiplin anggaran menekankan pentingnya menjaga konsistensi 

antara anggaran yang telah disusun dengan realisasi kegiatan yang 

dilakukan. Setiap penggunaan dana desa harus sesuai dengan alokasi 

anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Disiplin anggaran juga 

meliputi pengendalian pengeluaran, pemantauan realisasi anggaran, serta 

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

 

2.2 Kerangka Pikir 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang 

mulai berlaku pada tahun 2015 hingga seterusnya menyebabkan sokongan 

dana desa yang berasal dari APBN kian membesar. Namun seiring penerapan 

undang-undang tersebut angka korupsi di lingkup desa juga semakin 

meningkat, akibat minimnya pengawasan serta akuntabilitas keuangan desa. 

Begitupun yang terjadi di lokasi penelitian ada dugaan pelanggaran terhadap 

akuntabilitas keuangan desa, hal ini nampak dari gap antara anggaran 

pembangunan Margototo sebesar Rp. 462.939.000 namun secara prakiraan 

kalkulasi volume pembangunan hanya sebesar Rp. 274.000.000. Sama juga 

dengan Margototo di Desa Margosari ada gap anggaran dari APBDes sebesar 

Rp. 385.355.000 dan prakiraan kalkulasi sebesar Rp. 406.000.000. 

 

Maka dari itu untuk mengetahui optimal atau tidaknya penggunaan 

SISKEUDES, penelitian ini akan menentukannya berdasarkan terpenuhinya 
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tujuan diluncurkannya aplikasi ini yakni dalam rangka mewujudkan 

akuntabilitas keuangan serta asas-asas pengelolaan keuangan Permendagri 

No. 20 Tahun 2018. Oleh karna itu di sini peneliti akan menganalisis 

penerapan sistem tersebut dengan menggunakan indikator akuntabilitas dari 

Rizal Djalil : 2014 yang terdiri dari :  

 

1. Integritas keuangan 

2. Pengungkapan  

3. Ketaatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Tipe Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada jenis penelitian deskriptif yang mengadopsi 

pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami satu 

variabel penelitian dengan tujuan memberikan pemahaman yang rinci sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Penelitian deskriptif memberikan landasan 

untuk menjelaskan karakteristik khusus dari fenomena yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian ini, karakteristik kualitatif digunakan untuk menghasilkan 

deskripsi yang mendalam, yang bisa berbentuk kata-kata atau bahkan gambar 

(Sugiyono 2019).  

 

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menjelajahi beragam sudut 

pandang, interpretasi, dan pengalaman individu yang terlibat, membuka 

jendela yang mendalam untuk menganalisis penerapan sistem keuangan desa 

di Desa Margosari maupun Margosari. Pendekatan ini memberikan 

kesempatan bagi peneliti untuk merinci dan menggambarkan dengan cermat 

tentang topik atau masalah yang sedang diteliti, berdasarkan pengalaman dan 

temuan yang terungkap di lapangan. 

 

3.2  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mempersempit lingkup studi kualitatif, 

sambil secara selektif memilah data yang relevan dan membedakan data yang 

kurang relevan (Moleong 2018). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini 

didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi dari masalah yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian ini.  
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Berdasarkan permasalahan dan teori yang dipergunakan, penelitian fokus 

pada “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam 

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa” yang dalam hal ini penelitian 

menilai optimalnya penerapan aplikasi tersebut bilamana mampu mencapai 

tujuan aplikasi yakni mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas, serta memenuhi 

asas pengelolaan keuangan desa yang diatur Permendagri No. 20 Tahun 2018. 

Oleh karna itu untuk menilainya peneliti menilai penerapannya dengan 

menggunakan indikator akuntabilitas sebagai berikut.  

1. Integritas Keuangan, Ini berarti laporan keuangan harus jujur dan 

transparan, tanpa menyembunyikan apapun. Semua informasi harus 

menggambarkan situasi sesungguhnya tanpa ada yang disembunyikan 

dan dimanipulasi.  

2. Pengungkapan adalah tentang menyajikan sebuah laporan keuangan 

yang disusun untuk memberikan gambaran lengkap dari semua proses 

dan aktivitas yang telah diselenggarakan suatu kelompok/organisasi 

dalam satu periode tertentu. 

3. Ketaatan dalam pencatatan keuangan artinya patuh terhadap peraturan 

yang ada dan dalam prosesnya menerapkan prinsip akuntansi dalam 

segala bentuk pencatatan keuangan. 

Asas pengelolaan keuangan desa Permendagri No. 20 Tahun 2018: 

1. Transparan 

2. Akuntabel 

3. Partisipatif 

4. Tertib 

5. Disiplin anggaran 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis dan 

pemahaman yang mendalam terhadap fokus permasalahan penelitian. 

Penelitian dilakukan pada dua desa, yaitu Desa Margototo dan Desa 

Margosari, yang berada di Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung 

Timur. Penelitian di sana dilakukan guna mendapatkan fenomena atau 
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peristiwa yang sebenarnya terjadi di lokasi yang diteliti, dalam rangka untuk 

mendapatkan data-data yang akurat. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data adalah kumpulan fakta atau peristiwa dalam bentuk mentah yang belum 

mengalami proses pengolahan. Menurut (Moleong 2018) sumber data utama 

atau primer dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan tindakan, 

untuk selanjutnya ditunjang dengan data sekunder yang mana berbentuk 

dokumen, sumber data tertulis, foto, atau data-data statistik. Untuk 

selanjutnya terkait dengan sumber data dan subyek dalam penelitian ini 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang bisa didapatkan secara langsung dari 

tangan pertama di lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. 

Dalam hal ini, data primer pada penelitian ini berupa hasil dari wawancara 

yang dilakukan kepada para informan. Adapun informan yang dimaksud 

merupakan aparatur pemerintah, BPD, serta masyarakat di Desa Margototo 

dan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah sumber data yang dikutip dari sumber lain berbentuk 

dokumen seperti literatur, dokumen negara seperti peraturan menteri dan 

surat edaran menteri, jurnal ilmiah, artikel, internet, karangan para ahli yang 

dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta bahan 

referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.  

 

3.5 Informan Penelitian 

Menurut (Moleong 2018), informan dalam penelitian dapat diartikan sebagai 

orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi pada latar permasalahan penelitian. Informan yang ditentukan dalam 

penelitian kualitatif ini dengan menentukan narasumber yang menjadi pihak 

yang diwawancarai pada objek penelitian yang berkaitan dengan 
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permasalahan atau fokus penelitian (purposive sampling). Alasan peneliti 

menggunakan purposive sampling bertujuan untuk mengambil informan 

secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil merupakan 

keterwakilan (representative) bagi peneliti. Sehingga menurut peneliti teknik 

purposive sampling  sangat tepat untuk digunakan untuk melihat analisis 

penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas 

dan pengelolaan keuangan desa yang optimal. Adapun informan pada 

penelitian ini antara lain: 

  

Tabel 8. Informan Penelitian Desa Margototo 

No Nama Informan Jabatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Al Qomarudin 

Antono 

Rohani, SE 

Tumiran 

Jumawan 

Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Kaur Keuangan 

BPD 

Masyarakat Desa 

 Sumber: Desa Margototo, 2023  (diolah peneliti) 

 

Tabel 9. Informan Penelitian Desa Margosari 

No Nama Informan Jabatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Suwardi 

Suranto 

Ulfa 

Purwanto 

Aris 

Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Operator SISKEUDES 

BPD 

Masyarakat Desa 

 Sumber: Desa Margosari, 2023  (diolah peneliti) 

 

Berdasarkan hasil informan di atas, dari berbagai aspek dapat dilihat untuk 

menjelaskan jawaban dari penelitian ini, sehingga informan di atas dianggap 

berkompeten dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

menjawab pertanyaan besar dalam penelitian ini. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian yang 

dilakukan menggunakan metode kualitatif, peneliti berperan sebagai 

instrumen kunci pada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini telah dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi 

(Sugiyono 2019).  

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Menurut (Esterberg dalam Sugiyono, 2019), wawancara 

adalah pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan pikiran  

melalui tanya jawab, sehingga dapat mendapatkan sebuah informasi pada 

suatu topik yang dituju. Pada penelitian ini, peneliti telah mewawancarai 

beberapa informan yang dianggap sebagai informan penting.  

 

Peneliti telah melakukan wawancara kepada : 

Nama Jabatan Waktu 

Wawancara 

Al Qomarudin Kepala Desa Margototo 28 Maret 2024 

Antono Sekretaris Desa Margototo 28 Maret 2024 

Rohani Kaur Keuangan Desa Margototo 28 Maret 2024 

Tumiran BPD Desa Margototo 28 Maret 2024 

Jumawan Masyarakat Desa Margototo 28 Maret 2024 

Suwardi Kepala Desa Margosari 03 April 2024 

Suranto Sekretaris Desa Margosari 20 Mei 2024 

Ulfa Operator SISKEUDES Desa Margosari 22 April 2024 

Purwanto BPD Desa Margosari 20 Mei 2024 

Aris Masyarakat Desa Margosari 03 April 2024 
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2. Observasi 

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data 

adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak didapat pada saat 

wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena 

ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data 

tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 

yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman maupun 

gambar.  

Dalam penelitian ini teknik observasi dipergunakan untuk mengamati proses 

penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di 

Desa Margosari dan Margototo, dalam pelaksanaanya peneliti mendatangi 

kantor-kantor desa untuk mengamati peristiwa ketika operator Siskeudes 

sedang mengoperasionalkan aplikasi tersebut untuk menunjang pengelolaan 

keuangan desa. 

 

3. Dokumentasi 

Pendekatan dokumentasi menjadi elemen penting dalam metodologi 

penelitian kualitatif, berfungsi sebagai pelengkap bagi observasi dan 

wawancara (Sugiyono 2019). Teknik ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan 

beragam data sekunder yang berasal dari sumber tertulis seperti dokumen. 

Dokumen memiliki nilai penting karena mampu memberikan pandangan 

yang lebih komprehensif terhadap inti penelitian, dapat digunakan untuk 

melakukan triangulasi data guna memastikan konsistensi temuan, dan 

merupakan komponen integral dalam proses penelitian. 

 

Berikut beberapa dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

a. Wawancara dengan  narasumber 

b. Surat Pertanggungjawaban Kegiatan 

c. Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa 

d. Lapooran Realisasi Pelaksanaan APBDes 

e. Surat Permintaan Pembayaran 
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f. Tanda Bukti Pengeluaran Uang 

g. Spanduk APBDes 

h. Keputusan Kepala Desa Margototo Tentang Penetapan Kader Posyandu 

i. Keputusan Kepala Desa Margosari Tentang Pembentukan LPMD 

j. Tanda Terima Kegiatan Posyandu 

k. Tanda Terima Kegiatan LPMD 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Adapun kegiatan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Editing Data 

Editing Data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan 

menentukan faktor data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin 

validitasnya serta dapat segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam 

proses ini, peneliti telah mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan 

pada pertanyaan-pertanyaan pada faktor pedoman wawancara dan memilah 

serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Dalam 

mengolah hasil observasi, peneliti mengumpulkan data-data yang menarik 

dari hasil observasi di lapangan sehingga dapat ditampilkan dengan baik 

disertai dengan adanya dokumentasi yang dapat menunjang pembahasan 

dalam penelitian. 

2. Interpretasi Data 

Tahap ini peneliti memberikan jabaran dari berbagai data yang telah diolah 

pada proses editing sesuai dengan faktor penelitian. Teknik ini dilakukan 

dengan menggabungkan hasil analisis data yang diperoleh dengan dibedakan 

berdasarkan kriteria pertanyaan ataupun hal khusus lainnya. Dalam 

pelaksanaan interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan 

berupa kalimat yang bersifat narasi dan deskriptif atas data-data yang sudah 

disesuaikan kebutuhan penelitian.  
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3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan menyederhanakan, memfokuskan, 

menyeleksi, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai 

bahan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian (Hikmawati 2017). 

(Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa kegiatan 

dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus hingga selesai yaitu dengan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

Penelitian ini menggunakan panduan analisis data dari Miles dan Huberman. 

Analisis ini sendiri sudah berlangsung sejak pengumpulan data dilakukan, 

yang kemudian langkah selanjutnya data tersebut dianalisis. Model analisis 

ini bertujuan untuk mencapai data yang paling kredibel, yang apabila pada 

proses pelaksanaannya analisis jawaban dari wawancara kurang memuaskan 

maka peneliti mengulangi proses dengan melanjutkan pertanyaan sampai data 

tersebut terpenuhi (Sugiyono 2019). Adapun tahapan pelaksanaannya 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi adalah proses merangkum dan memilah data-data pokok yang telah 

dipertimbangkan sebagai data penting. Proses reduksi diperlukan dalam 

penelitian ini karena mengingat data yang diperoleh dari proses pengumpulan 

data cukup banyak dan beragam. Peran dari reduksi data dari penelitian ini 

adalah untuk mencapai fokus penelitian dan membuat penelitian ini lebih 

terarah. Dalam prosesnya setiap data yang direduksi selalu diarahkan kepada 

pisau analisis yang tengah digunakan. 

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Pada bagian tahap penyajian data, data-data yang telah direduksi kemudian 

disusun sehingga menjadi satu narasi yang berujung pada analisis penarikan 

kesimpulan. Pada model analisis data Miles dan Huberman, penyajian data 

yang dilakukan dalam penelitian kualitatif disarankan berupa teks naratif, 

grafik, matriks, network (jejaring kerja) dan chart. (Sugiyono 2019) Adapun 
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tujuan dari dilakukannya display data adalah untuk memudahkan dalam 

memahami penelitian yang tengah dilakukan. Adapun bentuk dari penyajian 

data dari penelitian ini yakni dengan melampirkan hasil wawancara berupa 

kutipan-kutipan langsung yang peneliti peroleh dari narasumber. 

 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan dapat dikatakan sebagai langkah terakhir dalam 

analisis data model Miles dan Huberman. Hasil kesimpulan dari penelitian 

kualitatif merupakan temuan yang masih orisinal yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa penjelasan deskripsi terkait dengan 

objek yang sebelumnya masih dianggap abu-abu, hubungan dari sebab akibat, 

interaktif dan yang terakhir teori. Verifikasi merupakan tahapan terakhir 

dalam menganalisis data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang 

didapat dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan 

untuk menjawab rumusan masalah serta untuk memenuhi tujuan penelitian 

ini. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hasil data yang telah 

direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan 

data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan 

kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan 

fokus penelitian. Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian 

disimpulkan. 

 

3.9 Teknik Validasi Data 

Dalam proses penelitian, teknik keabsahan data diperlukan sebagai upaya 

untuk mengevaluasi data yang telah diperoleh dalam penelitian kualitatif. 

Tujuan dari adanya proses validitas atau keabsahan data adalah untuk 

memastikan jika data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dapat secara 

akurat menggambarkan fenomena yang tengah dikaji. Terdapat beberapa 

teknik yang digunakan dalam proses validitas data. Akan tetapi, triangulasi 

dipilih sebagai alat untuk meninjau keabsahan data yang diterapkan dalam 

penelitian ini. Triangulasi sendiri dalam pengujian kredibilitas data dimaknai 
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sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono 

2019). 

 

Gambar 14. Teknik Validasi Data Sumber dan Teknik 

 

 

Pada prosesnya triangulasi sumber dan teknik dalam penelitian ini berfungsi 

untuk memperhitungkan seberapa jauh kebenaran data dalam penelitian. 

Tahapan dilakukan setelah proses pengumpulan data, maka data yang 

diperoleh dari beberapa sumber informan yang berbeda yang dideskripsikan 

kemudian di kategorisasi. Kategorisasi tersebut meliputi pengelompokan 

dalam persamaan, perbedaan dari pandangan dan pengalaman yang telah 

dilalui dari beberapa informan tersebut. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis yang kemudian menghasilkan kesimpulan. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diterangkan pada bab 

sebelumnya, simpulan penelitian Analisis Penerapan Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi 

Kasus di Desa Margototo dan Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, 

Kabupaten Lampung Timur), adalah sebagai berikut: 

 

Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Margototo dan Desa Margosari 

belum optimal dalam mewujudkan akuntabilitas dan pengelolaan optimal 

yang diatur PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, hal ini disebabkan karena 

dalam penerapannya di desa, aplikasi tersebut memiliki keterbatasan hanya 

dapat menjalankan fungsi pencatatan keuangan sehingga indikator yang 

terpenuhi berkaitan dengan pencatatan dan ketertiban seperti; integritas 

keuangan, ketaatan, dan asas tertib. Sedangkan indikator lainya; 

pengungkapan, transparansi, partisipatif, akuntabel, serta disiplin anggaran, 

belum berjalan optimal.  

 

Ketidakoptimalan aplikasi SISKEUDES tersebut dikarenakan penerapan 

aplikasi belum mampu menciptakan saluran-saluran komunikasi (website, 

papan mading dan sebagainya) yang optimal dalam membuka ruang 

informasi keuangan desa kepada masyarakat desa setempat. Hal ini berimbas 

pada minimnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa 

di lokasi penelitian ini. Minimnya keterbukaan informasi juga berdampak 

pada aspek akuntabel di mana pertanggungjawaban atas pengelolaan 

keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab pengawasan 



101 

 

 

setempat oleh masyarakat desa sulit diwujudkan imbas dari kurangnya 

saluran atau media informasi keuangan sehingga masyarakat tidak dapat 

melakukan pengawasan partisipatif atas pengelolaan dana desa. Sedangkan 

dari asas disiplin anggaran pun penerapan aplikasi ini belum menjamin bahwa 

penggunaan dana desa akan sesuai dengan yang dianggarkan. Dan tak kalah 

penting sebaik apapun sistem tetap sangat bergantung pada SDM yang 

mengoperasikannya sehingga keoptimalan dari aplikasi ini sangat banyak 

tergantung dari kualitas integritas dan kejujuran para aparatur desa 

setempatnya. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka 

saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi SISKEUDES bagi aparatur 

desa serta peningkatan terhadap integritas sumber daya manusia aparatur 

desa. Aparatur desa harus memiliki kompetensi dan kejujuran tinggi 

karena mereka adalah otak di balik pengoperasian aplikasi SISKEUDES. 

2. Untuk mengoptimalkan SISKEUDES, disarankan agar pemerintah desa 

mengembangkan mekanisme efektif untuk menginformasikan laporan 

keuangan kepada masyarakat, seperti melalui papan pengumuman desa, 

situs web resmi desa, atau aplikasi mobile. Idealnya, informasi dari 

SISKEUDES terhubung secara real-time dengan situs web desa yang 

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

3. Melakukan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang 

pengelolaan keuangan desa. Ini akan meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam 

pengawasan dan pengambilan keputusan terkait keuangan desa. 
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